WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700/Kep365-Itko/1X/2019

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA BEKASI

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar
secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu
menimbulkan efek jera kepada pelaku pungutan liar,
telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
melaksanakan pemberantasan pungutan liar di
lingkungan kerja masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Unit Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar di Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);



o

10.

11,

12.

T‘,n

Gang.i;
“S-Sindae B +
Kepoligiar, < % Nomor 3 Tahue 2002 matane
TR Memae Aps W,
LS ’ ‘Hars Py e - " r
egary o e © Mderesia  (LemBusam
SRR Beomubon . ¥ T
Atbahgy ¢ K [Ndonesig ‘abhun 2002 Nemer 2
) - a2 Lt i, . = g
T e SIRTAn Mg 2 Tage | Riseng jaiie Do .
Nomor 4 ¢4 ard Republik  Sedionesia

Undang.i ;.. . "

. e et 16 Tabum 2004 e
e‘d'('-,ar}n D;ay— + 8 ‘%

E ‘Z"J' ji;:{: I~’-"-’i‘;’rf"§"" e pram— ST . oy
.Cpubhk Ind s I 375 ] W S Sadors e \"-'?-L-i

d0nesia T

‘ahun 2004 Nomor 67, Tambaban
“TNYAran Neo. aiz » o ommor ©7 Tambeba
‘3531-3;; €gara R Spubilik Indonesia Nomee 4801
P:gan'g-rjndang Nomer 23 Tahun 2014 ten ATy
“MeTintaph e SVt emiang
Indg tahan Daerah (Lo Jaran Negers Reoubik
Whoness . . ok 2 | N S "
Sia Tm;m 2014 fu._‘,:_-;.;;_- Py lamdaian
“Mbarg S

4
: 2 Repubiik Indonesia Nomor 3387
Sebagaimana top: o b :

s Undang Undang Nomg a3
Tahun 2914 poang Pemerintahan Daerah (Lesstaran
€8ara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomer 3&.
Tambahan Lembaran Negara Repuni Indonesa
Nomor 567 9); B :
andang Undang Nomor 30 Tabu 2014 temang
rasi itk

~Iolianan (Lembaran Negara Repusix
Indonesis Tahun 2014 Nomor 292, Tambanan Lembaran
blikk Indonesia Nomer 3601)-

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tenane
Peraturan Disiplin pe

AV iV ety

gawal Negeri Sipil (Lemberan
Negara Republik Indonesiz Tahun 2010 Nomeor T2
Tambzahan Lembaran

Negara Republix Indonm
Nomor S13535);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20Q1
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

uar |

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
Peraturan Menteri Dalam Negeri ') Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera?

‘-—i oh

<~]_as
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesd
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 6 Seri E);
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

l: M dar +
b Peraturan way kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012

::in!lgmp? Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
I) Pl‘ di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita
aerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Feeli‘?tumn Wali kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013
Li 'Ell(ng Kode Etik dan Perilaku Aparatur di
Izlng ungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah
ota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E).

14,

Instruksi Wali kota Bekasi Nomor 356/7602/ TU
gmggal 25 Oktober 2015, tentang Operasi
emberantasan Pungli (Pungutan Liar);

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang

Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam
Pelaksanaan;

3. Berita Acara Hasil Rapat Satuan Tugas Pengawas
Pungutan Liar di Lingkungan Kota Bekasi Nomor
900/BA.262/1TKO, tanggal 20 Juni 2019.

MEMUTUSKAN :

Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas
Saber Pungli) di Kota Bekasi.

Susunan dan uraian tugas Unit Satgas Saber Pungli
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II Keputusan
ini.

Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan
pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu,
efektif, dan efisien di Kota Bekasi, sesuai kewenangan
masing-masing berdasarkan  ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:

a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan

pungutan liar; _ _ g

b. melakukan pengumpulan data dan 1nf9rmas1 df:-lrl pihak
terkait dengan menggunakan teknologi informasi;

c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan
operasi pemberantasan pungutan liar;

d. melakukan operasi tangkap tangan; ke

e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk_

" memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai

;{netentuan peraturan perundang-undangan dan
monitoring dan evalugs1 'terhadap .pclaksanaan
pemberantasan pungutan liar di Kota Bekasi.



RELINA ':“‘“"“l"t““‘k’*i\|\_c\ Unit Satuan Tugas sebagalmana dimaksud
:\‘“!\ t‘\“‘ Ik‘!\ln\ KESATU, melaporkan pelaksannan tugas dan
l‘ik:: m.h‘..\gnhmmn dimaksud padn Diktum KEDUA dnn
2 m KETIGA kepada Ketua Pelakaana Unit Satgas Saber
Punghi melalui Wali Kota Bekasl,

EENAM - . :
ot :“‘ mblayaan yang diperiukan untuk pelaksanaan tugas dan
s h)
;,"‘?’*"‘ Satgas  Saber Pungll Jawn  Barat  sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan
pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi
dan;

¢. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat,

KETUJUH © Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan
oleh Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Bekasi
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEDELAPAN . Pada saat Keputusan Wali Kota Bekasi ini mulai berlaku,
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.23-
ITKO/1/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar di Kota Bekas, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KESEMBILAN . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 September 2019

WALI KOTA BEKASI,

7
RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

Gubernur Provinsi Jawa Barat,
Kapolda Metro Jaya;

Ketua DPRD Kota Bekasi; '
Kepala Kejaksaan Negeri Bekast;
Wakil Wali Kota Bekasi;
Inspektur Kota Bekasi.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKAS]

NOMOR

! 700/Kep.365-|tko/lX/20 19

NG UN g
EET(;};I IT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KOTA BEKASI

no | KEDUDUKAN DALAM UNIT
SATGAS JABATAN
1 2
1 |Penanggung Jawab Wali Kota Bekasi S
II | Wakil Penanggung Jawab I Wakil Wali Kota Bekasi
[l | Wakil Penanggung Jawab II Kapolres Metro Bekasi Kota
IV | Wakil Penanggung Jawab III Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
V | Wakil PenanggungJawab IV Dandim 0507/ Bekasi
VI | Wakil Penanggung Jawab V Sekretaris Daerah Kota Bekasi

Ketua Pelaksana Wakapolres Metro Bekasi Kota
VIII | Wakil Ketua I Inspektur Kota Bekasi
IX | Wakil Ketua II Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota
Bekasi
X | Sekretaris I Kasi Pengawasan Polres Metro Bekasi Kota
X1 | Sekretaris II (Sekretariat) Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi
1. Kabag Umum Setda Kota Bekasi
2. Kasubag Evlap Inspektorat Kota Bekasi
3. 2 (dua) Orang Siwas Polres Metro Bekasi
Kota
4. 2 (dua) Orang Jaksa Fungsional Kajari
Kota Bekasi
XII | Bidang Operasional I Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota
XIII | Bidang Operasional II Komandan Sub Denpom Jaya/2-1
XIV | Bidang Kehumasan I Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
XV | Bidang Kehumasan II Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota
XVI | Bidang Hukum Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dacrah
/ Kota Bekasi
XVII | Bidang Keuangan Sekretaris BPKAD Kota Bekasi
XVIII | Kelompok Ahli 1. Akademisi Univ. Bhayangkara Jaya
2. Akademisi Universitas Islam 45
3. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang
Ekonomi ,Pembangunan dan
Kemasyarakatan
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5 Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota

' Wakil Ketua _ SIS
Binda Bukesbangpol Kota Bekasi

i Sekretaris s

! Kabid Kewnspadann Masyarakat

: Huk«'ulmngpnl Kota Bekasi

f Anpgpota , i
I, 3 (tign) Orang, Satuan Intel Polres Metro

Bekasi Kota
2, Kasie Intel Bakesbangpol Kota Bekasi
4, 2 (dua) Orang Intel Kodim0507/ Bekasi _;
4, 3 (tign) Orang Intel Kejaksaan Negeri
| . Kota Bekasi
5. 2 (dua) Orang Auditor Bidang
Pencegahan dan Investigasi

e ————————————]

e Krtua AT S Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota
| Wakil Ketua | Inspektur Pembantu Bidang 4 Inspektorat
L il Kota Bekasi
4 "Ckrcl“” ” - B A‘:‘m' R:;Sl Datun KCJdksaan Negen Kota Bekasi
Anggota 1. 9 (sembilan) Orang ‘Binmas Polres Metro
1 Bekasi Kota
[ c . o 2. 2 (dua) Orang Datun Kejaksaan Negeri

Kota Bekasi
N - 3. Kodim 0507/ Bekasi

o 4, 4 (empat) Orang Auditor Bidang
Pencegahan dan Investigasi Inspektorat
Kota Bekasi

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota

Ketua

3 Wakil Ketua ~—""""" " Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
kg %kmu;;,;,‘“"““mm | Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
\ e T g (sembilan) Orang Sat Reskrim Polre
Anggota : Métro Beka)si Kotag ’
—— 2. 4 (empat) Orang Pidsus Kejaksaan Negeri

Kota Bekasi

e TR g (dua) Orang Sub Garnisun Bekasi

A T4 3 (tiga) Orang Auditor Bidang Pencegahan
dan Investigasi Inspektorat Kota Bekasi

g . G 5, 2 (dua) Orang Propam Polres Metro

Bekasi Kota

bl” Kasubag Hukum Polres Metro Bekasi Kota

s KCtua r—— —————— - i ' 13- K ' k PR . ’ .
O L T S — Kilﬁtnll);g : )m chkbfzan Negeri Kota Bekas'x
Salretaris Kaur Bin Ops Reskrim Polres Metro Bekasi
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s T A (dua) Orang Jaksa Fungsional Pidum
Anggota Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
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____Metro Bekasl Kota
|3 Bagian Hukum Setda Kota Bekasi

4.2 (dua) Ot‘iihg'Mu.l'l't"«ii-”!,iﬂl‘clhim’P'é}iéééﬁiix\n
dan Investigasi Inspektorat Kota Beknsl __

WALI KOTA BEKASI,

!

RAHMAT EFFENDI




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKAg|

TENTANG UNIT SATUAN TUGAg

BEKASI

1. Penanggung jawab

2. Ketua Pelaksana

3. Wakil Ketua

Pelaksana I dan Il :

4. Sekretariat

5. Kelompok Kerja
(Pokja) Intelijen

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA

URAIAN TUGAS

Melnge“dﬂlikan, mengevaluasi  dan  melaporkan
Ee aksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Kota Bekasi
epada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat.

L. Men}.b‘uat rencana strategi dalam rangka Penjabarar
Kebijakan Kota Bekasi Jawa Barat dalam
pemberantasan pungutan liar di Kota Bekasi;

2. Melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli Kota
Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat secara
periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam
hal yang bersifat khusus dan kontijensi.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di
daerah dalam rangka pengumpulan data dan
informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli
Kota Bekasi; dan

4. Melaksanakan komando, pengendalian  dan
pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh

Unit Satgas Saber Pungli Kota Bekasi.

Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mewakili
Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana
berhalangan hadir.

Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit
Satgas Saber Pungli Kota Bekasi dan dalam
pelaksanaannya dibantu oleh 4 kepala bidang, yaitu
Bidang Administrasi umum, Bidang Operasi, Bidang
Kehumasan dan Bidang Keuangan.

1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus
operadi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku

pungli;

9. melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam
rangka memperoleh bahan keterangan yang
diperlukan;

3. membuat laporan perkembangan hasil
penyelidikan kepada Ketua Pelaksana satgas;

membantu pelaksanaan pengamanan internal
terhadap Kkegiatan penegakkan hukum yang
dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Bekasi
dari kemungkinan adanya upaya yang dapat
melemahkan Satgas Saber Pungli Kota Bekasi; dan

5. memberikan rekomendasi pembentukan dan
pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Kota
Bekasi di setiap instansi penyelengara pelayanan

publik.
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3.

pokja Pencegahanan :
Sosialisasi

Pokja Penindakan

Pokja Yustisi

Melakukan upaya-upaya  preventif  balk  melalui
s{usinlimmi. penyulubian, pelatihan dan keglatan lain
dalam rangka mencegah terjadinga punigutan far.

L. Melakukan upaya-upuya represif (Operasi Tangkap
Tangan/OTT) terhadap para  pelaku  pungli di
seluruh instansi terkait dacrah yang memberikan
pelayanan publik.

. Melaksanakan  penindakan  terhadap pelaku
pungutan liar sesuai  ketentuan perundang
undangan.

Memberikan masukan dan saran berdasarkan h@.«il
gelar perkara kepada Ketua Pelaksana bc;rkmtan
dengan pelaku yang sudah dilaksanakan pcngnglakan'
untuk dilakukan penindakan secara administrasi
dan/atau secara pidana.

B

WALI KOTA BEKASI,

e
RAHMAT EFFENDI



